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ABSTRAK

Adanva ketentuan dalam Pasal 202 Avat (3) UL Nomor 32 Tabun 2004
tentang Pemenntahan Dacrah yang menyebutkan bahwa jabatan Sekretaris Desa dissi
oleh seorang PNS mengakibatkan dikeluarkannya bebersps kelentuan Persturan
Perundang-undangan sebagai ketenmuan pelaksangan dad UU Pemda tersebut,
terutama dalam Peraturan Pemenintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyamatan
Dan Tata Cara Penpangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawa Neger 3ipil, namun
dalam prakteknya di Kabupaten Dharmasraya pelaksanaan Peraturan Pemerintah
tersebut masih banyak menemukan permasalzhan. Adapun vang menjadi perumusan
mosalah dalam penulisan ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 453
Tahun 2007 tersebut serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tersebut di Kabupaten Dharmastava dan
bagaimana solusinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis
sosiologls, valtu metode dengan melakukan pendekatan terhadap masalah, dengan
melihat norma-norma bukum yang berlaku, membandingkannya dengan prakiek
dilapangan sejauh mana peraturan ity dapat dilaksanakan sehubungan dengan
permasalahan vang ditemui dalam penelitian, Berdasarkan hasil penclitian dapat
diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomaor 45 Tahun 2007 belum
sepenuhnya dapal dilaksanakan atau dengan kata lain PP tersebut tidak dapat
dilaksanakan secara efektif di Kabupaten Dharmasraya, Hal ini dapat dikarenakan
selain Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten baru pemekaran vang belum
berpengalaman juga dapat dikarenakan dihadapkan pada beberapa kejangealan vang
ditemukan. Untuk itu diharapkan adanya bimbingan dari kabupaten induknya.
Meskipun demikian PP int harus tetap dilaksanakan di Kabupaten Dharmasrayva
dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan vang berkaitan dengan hal
tersebut. Permasalahan utama yang terjadi dalam pelaksanaan PP ini di Kabupaten
Dharmasraya adalah banyaknya Selretaris Napari yang tidak dapat diangkat menjadi
PNS dikarenakan tidak memenuhi persvaratan yapng telah ditentukan, akibatnya
Sekretaris Magari tersebut barus diberhentikan dari jabatannva dan jabatan vang
kosong tersebut dilsi oleh seorang PNS, karena Dharmasrava masih tergolong
kabupaten baru maka Dharmasraya masih kekurangan PNS, Solusi vang diambil oleh
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris
Nagarl tersebut adalah dengan tetap mempekerjakan Sekretaris Nagari vang lama
{sekretaris vanp tidak memenuhi svarat dan seharusnya diberhentikan),



BAB1
PENDAHIILUAN
A. Latar Belakang
Salsh saru kekhasan bangsa Indonesia terletak puda keanckarapaman
adat-istiadat, bahasa, pakaian, budaya dan sebapainva. Itw pulalah schabaya
delam kenyatasn terdapat keanckaragaman dalam kesatuan masyarakat yang
terendah. Kesatuan masyarakat dimaksud adalah, umpamanya Desa di Jawa
dan Madura, Gampong di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Minangkabau,
Dusun/Marge di Sumatera Sclatan, Suku di beberapa daerah Kalimanian dan

sebagainya,'

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah, Pemerintah Desa terdirl atas Kepala Desa dan
Perangkat Desa” Perangkat Desa itu sendiri terdirl dari Sekretaris Desa
(Sekdes), Bendaharawan Desa, Kepala Seksi dan Kepale Dusun.  Badan
Perwakilan Desa (BPDY) sesuai dengan pasal 104 adalah wakil penduduk desa
vang dipilih dari dan oleh penduduk desa vang mempunyvai fungsi mengayomi
adat-istiadat, membuat Peraturan Desa dan mengawesi penyelengparnan
Pemerintahan Desa, Untuk itn, BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan

Desa. Dalam melaksanakan tpas dan  kewajibannnva, Kepala Desa

"B, Ter Har dalam Titik Teiwulas Tutik, 2006, Pokok-Pokok Hukem Tate Negara, Presias:
Pustaki, Jakacn, hlm 223
*Lesnharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 125
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bertanggungiawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksasaan

tugasmya kepads Bupati,’

Pemenntahan Desa dilaksanakan oich sejumlah besar orang-orang vang
melakukan pekerjaan yang tjuannys pada pokoknyva sama seperti Pegawei
Negeri tetapi tidak termasuk Pegawai Negeri, vaitu Perangkat Pemerintah
[desa. Pemerintahan Desa diselengparakan oleh Kepala Desa dan Lembaga
Musyawerah Desa yang terdini dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan,
tan Kepala Dusun. Mereka ity semua bukan Pegawai Negeri *

Dalam jabatan negeri masih terdapat banyak orang-orang yang bekerja
untuk negara, pemerintah, masyarakat, untuk menyvelenggarakan pemerintahan
den pembangunan, sama seperti Pegawal Negeri tapi tidak termasuk Pepawai
Neperi, diantaranya adalah ;

1. DPzjabat Negara

2. Pekerja

3, Pegawai dengan ikatan dinas {lebih tepat - perjanjien kerja) berdasar
ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Sipil

4. Pegawai dengan ikatan dinas untuk wakiu terbatas

5. Pegawai bulanan menurut pasal 20 avat (2) PGPS — 1468

4, Pegawai Desa

7. Pepawai Perusahaan Usum.®

! Widinje. HAW, 2007, Pemvelenggaraan Otonomi di Idonasia, P, RajaGrafindofersuda,
Jakarta lshin 97

*Snstra Djumika dan Marsono, 1993, Huhon Kapegmeatan g1 Indorssie, [¥umbatan, Jakart,
him 24-25

*Ibid hlm 17-18



BAR TV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dilapanpan

dan wawancara vang penulis lakukan di Kabupeten Dharmasraya, maeks

dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerinteh Nomor 435 Tahun 2007 tentang
Persyaratan dan Taa Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi
Pegawal Megeri Sipil di Kabupaten Dhormasraya belum sepenuhnya
dapat dilaksanakan di Kabupaten Dharmasmaya.

2. Permaselahan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Momor 43 Tahun 2007 tersebut di Kabupaten Dharmasraya dan
sojusinva adalah sebapai berikut :

a. [ Kabupaten Dharmastayva dad 52 nagari vang ada hanva 11 napgari
vang Sekretaris Magarinva dapat diprosesidiangkat menjadi PNS.
Schagai solusinva adaleh Sckretaris Magar vang tidak memenuhi
persyaraten tersebut diberhentikan oleh Bupati dengan memberikan
uang pesangon sesual dengan ketentuan yang ada,

h, Berdasarkan hal tersebut diatos, berarti ada 41 Sekretaris Nagari vang
harus diberhentikan dan akan diberikan vang pesangon. Akan tetapi
uang pesangon lersebut belum dapet diberikan secara langsung oleh
Pemerintah  Kobupaten  Dhammasraya, karena  discbabkan  olch

keterbatasan dana. Sebapai solusinya adalah Pemerintah Kabupaten

&0
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